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ABSTRAK
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Skripsi, (26 Agustus 2022)

A. Nama Penulis : Khairullah
B. NPM : 183112330050017
C. Judul Tesis : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap

Terdakwa Pinangki (Studi Kasus: Putusan Pengadilan
Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)
D.Jumlah Halaman  : xii halaman dan 90 halaman, 2022.
E. Isi Abstrak:

Pola pemberantasan korupsi dengan menghukum pelaku dengan sanksi pidana
yang berat dan bahkan sampai dengan hukuman mati sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor harus ditegakkan untuk
mencegah perbuatan korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya, sanksi
pidana yang diberikan oleh hakim pengadilan kepada pelaku masih ringan,
bahkan ketika pelaku tersebut merupakan aparat penegak hukum seperti
Kejaksaan Agung. Permasalahan ‘dalam penelitian ini adalah bagaimana
pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-
TPK/2021/PT.DKI dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum? Bagaimana penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan
datang? Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan
data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, Pertimbangan
hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI
dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
bersifat non-yuridis. Kedua, Penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan
datang adalah dengan perluasan terhadap frasa -keadaan tertentul, yang berupa
terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum dapat
diterapkan pidana mati. Hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum
merupakan pihak utama dan terdepan yang melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi, sehingga akan menjadi ironis apabila pelakukan tindak pidana
korupsi adalah aparat penegak hukum seperti jaksa Pinangki yang terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun jurstru
mendapatkan keringan hukuman.

F. Daftar Pustaka . 16 Buku (1967—2021)
G. Dosen Pembimbing : Prof. Mohammad Askin, S.H.
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ABSTRACT

National University Undergraduate Program
Legal Studies Program
Skripsi, (August 26" 2022)

. Author's Name . Khairullah
NPM : 183112330050017
. Title of Thesis : Analysis Juridical Analysis of Criminal Imposition of

Defendant Pinangki (Case Study: Court Decision
Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)
. Number of Pages . Xii page and 90 pages, 2022.

E. Abstract Contents:

F.
G

The pattern of eradicating corruption by punishing perpetrators with severe
criminal sanctions and even up to the death penalty as stipulated in Article 2
paragraph (2) of the Anti-Corruption Law must be enforced to prevent acts of
corruption. However, in practice, the criminal sanctions given by court judges
to perpetrators are still light, even when the perpetrator is a law enforcement
officer such as the Attorney General's Office. The problem in this study is how
the judges of the 'DKI Jakarta High Court Number 10/Pid.Sus-
TPK/2021/PT.DKI consider the. ‘eriminal sanctions carried out by law
enforcement officers? How will the law enforcement be fair against corruption
crimes committed by’ law enforcement officers in the future? This research
method is normative juridical using secondary data. The results of the study
state that first, the consideration of the judges of the DKI Jakarta High Court
Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI in imposing criminal sanctions carried
out by law enforcement officers is non-juridical. Second, fair law enforcement
against criminal acts of corruption committed by law enforcement officers in
the future is to expand the phrase “certain circumstances”, in the form of
corruption crimes committed by law enforcement officers can be applied to the
death penalty. This is because law enforcement officers are the main and
foremost parties in eradicating corruption, so it will be ironic if the perpetrators
of corruption are law enforcement officers such as Pinangki prosecutors who
are proven legally and convincingly to commit corruption crimes but instead
get leniency.
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. Advisor : Prof. Mohammad Askin, S.H.
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